
1

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian mengenai Pencairan Alokasi

Dana Desa (ADD) Pada Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong Kabupaten

Manggarai Timur, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahw:

a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara umum melalui beberapa

tahap sebagai berikut; Perencanaan, dalam tahap Perencanaa Pemerintah

desa Gurung Liwut merencanakan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

untuk Pemberdayaan Masyarakat desa pada tahun anggaran 2015 adalah

sebagai berikut: Belanja perjalanan dinas, Belanja Perjalanan Dinas dalam

Rangka Peningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

,Pembangunan pipa air minum bersih, Pekerjaan deuker 2 unit ( panjang

12 meter ) ,Pekerjaan got saluran jalan ( panjan 140 m ) dan anggaran

untuk Operasional Pemerintah Desa.

b. Pelaksanaan, dalam tahap pelaksanaan Pemerintah Desa gurung liwut

telah melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dimana semua kegiatan yang telah direncanakan sudah dijalankan dengan

baik. Akan tetapi, yang menjadi persoalannya adalah pada bagian belanja

masih kurang cukup baik dalam mengelolah anggaran yang sudah di

tetapkan, kenyataannya masih adanya kelebihan anggaran pada Belanja.

c. Pelaporan, dalam tahap Pelaporan Pemerintah Desa Gurung Liwut telah

melaporkan hasil kegiatan atau penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai

dengan perencanaan dan pelaksanaannya. Akan tetapi pada sub Belanja
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dalam laporannya terdapat selisih lebih perhitungan anggaran. Hal ini

disebabkan realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk

operasional perkantoran kurang dari anggaran belanja yang sudah

ditetapkan.

6.2 Saran

a. Pemerintah Desa Gurung Liwut diharapkan mempertahankan tingkat

kepatuhan terhadap Peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

Kabupaten dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan di harapkan

Pemerintah Desa dapat mengelola Alokasi Dana selanjutnya lebih

memprioritaskan kepada Pemberdayaan Masyarakat desa.

b. Pemerintah Desa Gurung Liwut diharapkan membentuk tim pendamping

untuk mendampingi aparat desa yang terbentuk agar kegiatan mereka

benar-benar terarah.

c. Pemerintah Desa Gurung Liwut diharapkan agar dalam realisasi belanja

barang dan jasa serta belanja modal perkantoran harus sesuai dengan

anggaran yang telah ditetapkan.
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